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PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR §Z TAHUN 2003

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

Menimbang

Mengingat

o

to

DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HAR],

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pajak tentang Pengambilan
dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semulanya

merupakan Pajak Kabupaten dirubah menjadi Pajak Propinsi ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) scbagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
IT Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 50);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3683) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4048) ;
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3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kecuangan
Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

Pasal I

Mencabut Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Balang Hari Nomor 9

Tahun 1998 Seri A Nomor 6).
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Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

dengan penempatannya dalam [ embaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

ngal 22  Mei 2003

v

Diundangkan di Muara Bulian

22 Mei

Pada Tanggal

AH K ABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2003 NOMOR 12



II.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 13°
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

PENJELASAN UMUM.

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan Penataan kembali antara kewenangan yang
dimiliki kabupaten dan kewenanga(in yang dimiliki propinsi sebagai tindak lanjut dari ayat
(1) Pasal 2 Undang — undang Norﬁor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas undang —
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana Pajak
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan pajak

Kabupaten menjadi Pajak Propinsi.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal II Cukup jelas.





